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ABSTRAK

CATATAN

Pentingnya pengelolaan sampah yang efektif di tengah pertumbuhan
penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang menyebabkan
meningkatnya volume, jenis, dan karakteristik sampah. Hal ini mengharuskan
pengelolaan sampah dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan
agar keberadaan sampah tidak berdampak buruk pada lingkungan serta dapat
memberi nilai ekonomi.

Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana diubah
dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 32 Tahun 2004
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun
2008; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009;
UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983
sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun
1999 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 85 Tahun 1999; PP No. 74
Tahun 2001; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun
2008; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 81 Tahun 2012; Perpres No. 1 Tahun 2007;
Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab. Daerah Tk. Il Ngawi No. 7 Tahun
1987; Perda Kab. Ngawi No. 4 Tahun 2008; Perda Kab. Ngawi No. 8 Tahun 2008;
Perda Kab. Ngawi No. 10 Tahun 2011.

Bertujuan untuk mengatur sistem pengelolaan sampah secara terpadu dan
berkelanjutan guna menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan
memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Peraturan ini dilandasi oleh
meningkatnya jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat
yang memicu bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah.
Pengelolaan sampah dalam perda ini meliputi berbagai aspek mulai dari
pengurangan hingga penanganan sampah agar dilakukan secara terencana,
efisien, dan sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Peraturan ini memberikan
kerangka hukum untuk pengelolaan sampah di daerah, termasuk tanggung
jawab pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak lain yang terlibat. Perda ini
juga mengatur tata cara pengelolaan sampah untuk memastikan bahwa
sampah tidak hanya menjadi beban lingkungan, tetapi juga dapat diolah
menjadi sumber daya yang memiliki nilai ekonomi, mendukung pembangunan
daerah yang ramah lingkungan, serta meningkatkan kualitas hidup
masyarakat.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Oktober 2012 dan
ditetapkan tanggal 25 Oktober 2012.
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